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ABSTRACT 

Implementation of Policy on the Implementation Guidance of Functional 
Midwives and Credit Scores (Study in Lubuklinggau City Year 2014) 

M. Y ANUAR HASAN 

The Terbuka Of University 

The main purpose of research implementation of Regulation of Minister of 
Health Number 551 Year 2009 concerning instruction of functional position of 
midwife and credit number in Government of Lubuklinggau City is to know 
impelementasi of Regulation of Minister of Health Number 551 Year 2009 about 
Guidance of Functional Job Training of Midwife And Its Credit Number m 
Lubuklinggau City Government Year 2014. 

This research uses qualitative or naturalistic method because it is done in 
natural condition. The concept of this study is public policy in which the product 
under study is the Regulation of the Minister of Health No. 551 of 2009 on the 
Guidelines for the Implementation of Functional Position of Midwife and Credit Rate 
in Lubuklinggau Municipal Government Year 2014. Data collection techniques 
conducted in this writing is by way of In- Depth Interview), Observation, 
Documentation Study. 

The results of research and data analysis describe the policy of Regulation of 
Minister of Health Number 551 Year 2009 concerning Guidance of Functional 
Implementation of Midwife and Credit Rate in Lubuklinggau City Government Year 
2014, performance expected in implementation of midwife performance in 
Lubuklinggau Town has not good and expected impact from The implementation of 
Regulation of the Minister of Health No. 551 Year 2009 on Functional Position And 
Credit Score has not materialized. 

The conclusion of this research concerning Implementation of Regulation of 
Minister of Health Number 551 Year 2009 concerning Guidance of Functional Job 
Implementation of Midwife And Credit Number in Lubuklinggau City Government 
Year 2014 experiencing obstacle as following regulation concerning implementation 
of functional position of midwife and credit score not yet fulfilled, unclear team of 
credit score Midwife, Performance expected in implementation of midwife 
performance in Lubuklinggau Town not yet good and expected impact from 
implementation of Regulation of Minister of Health Number 551 Year 2009 about 
Functional Position And Credit Number not yet realized. 

Keywords: Implementation, Policy, Midwife And Credit Score 
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ABSTRAK 

Implementasi Kebijakan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional 
Bidan dan Angka Kreditnya (Studi di Kota Lubuklinggau Tahun 2014) 

M. Y ANUAR HASAN 
Universitas Terbuka 

Tujuan utama dari penelitian implementasi Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 551 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional bidan dan 
angka kreditnya di Pemerintah Kota Lubuklinggau adalah untuk mengetahui 
impelementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 551 Tahun 2009 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Bidan Dan Angka Kreditnya di Pemerintah 
Kota Lubuklinggau Tahun 2014. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau naturalistic karena 
dilakukan pada kondisi yang alamiah. Konsep penelitian ini adalah kebijakan public 
dimana produk yang diteliti adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 I Tahun 
2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Bidan Dan Angka Kreditnya 
di Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2014. Teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan cara Wawancara Mendalam (In-depth 
Interview), Observasi, Studi Dokumentasi. 

Hasil penelitian dan analisis data mendeskripsikan bahwa kebijakan Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 551 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan 
Fungsional Bidan Dan Angka Kreditnya di Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 
2014, kinerja yang diharapkan dalam implementasi kinerja bidan yang ada di Kota 
Lubuklinggau belum baik dan dampak yang diharapkan dari implementasi Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 551 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Dan Angka 
Kreditnya belum terwujud. 

Kesimpulan dalam penelitian ini mengenai Implementasi Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 551 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional 
Bidan Dan Angka Kreditnya di Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 
mengalami kendala sebagai berikut peraturan tentang petunjuk pelaksanaan jabatan 
fungsional bidan dan angka kreditnya belum dipenuhi, ketidakjelasan tim penilai 
angka kredit bidan, Kinerja yang diharapkan dalam implementasi kinerja bidan yang 
ada di Kota Lubuklinggau belum baik dan Dampak yang diharapkan dari 
implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 551 Tahun 2009 tentang Jabatan 
Fungsional Dan Angka Kreditnya belum terwujud. 

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Bidan Dan Angka Kreditnya 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

4.1.1 Keadaan Geografi 

Kota Lubuklinggau terletak paling barat dari wilayah Provinsi 

Sumatera Selatan, merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten 

Musi Rawas pada tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2001. 

Kota Lubuklinggau berada antara I 02° 40' 00'' - I 03° O' 00" 

Bujur Timur (BT) dan 3° 4' 10" - 3° 22' 30" Lintang Selatan (LS). 

Luaswilayah daerah ini berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 

2001 adalah 401,50 Km2 atau 40.150 Ha dan berada pada ketinggian 

129 meter di atas permukaan laut menurut Posisi astronomi. 

Kota Lubuklinggau memiliki posisi secara geografi yang sangat 

strategis pada jalur transportasi lintas Sumatera. 

Adapun Batas wilayah Kota Lubuklinggau adalah: 

• Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan BKL. Ulu 

Terawas, Kabupaten Musi Rawas Utara 

• Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tugu Mulyo dan 

Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas 
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• Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti 

Kabupaten Musi Rawas dan Propinsi Bengk:ulu 

• Sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Bengkulu 

Gambar 4.1 Peta Kota Lubuklinggau 
,.,,.,....,...._........,..,.,....~ ........ ..,.....,"""""~ 
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4.1.2 Jarak dari Ibukota Lubuklinggau ke Kecamatan dan 

lbukota Propinsi 

• Lubuklinggau ke Lubuklinggau Barat I : 5Km 

• Lubuklinggau ke Lubuklinggau Barat II :2Km 

• Lubuklinggau ke Lubuklinggau Timur I :7Km 

• Lubuklinggau ke Lubuklinggau Timur II :3Km 

• Lubuklinggau ke Lubuklinggau Utara I : 11 Km 

• Lubuklinggau ke Lubuklinggau Utara II :3 Km 

_,., .. . 
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• Lubuklinggau ke Lubuklinggau Selatan I : 1 OKm 

• Lubuklinggau ke Lubuklinggau Selatan II :8Km 

• Lubuklinggau ke PaJembang :388Km 

Penghitungan jarak ini berdasarkan jarak yang digunakan oleh 

angkutan darat (jalan raya). 

4.1.3 Keadaan Iklim 

Kota Lubuklinggau mempunyai iklim tropis basah dengan 

variasi curah hujan antara 5 - 1622 mm per bulan dimana setiap tahun 

jarang sekali ditemukan bulan kering.Selama tahun 2014 curah hujan 

tertinggi terjadi pada Bulan Juni dan terendah pada Bulan Agustus. 

Jumlah hari hujan tertinggi selama tahun 2014 adalah 19 hari 

terjadi pada Bulan April dan terendah adalah 5 hari terjadi pada Bulan 

Agustus dan September. 
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Gambar 4.2 Curah Hujan Kota Lubuklinggau 
Tahon 2014 
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4.1.4 Penduduk 

Kota Lubuklinggau tahun 2014 memiliki penduduk sebanyak 

214.003 jiwa.Adapunjumlah penduduk tahun 2013 sebanyak 213.018 

jiwa. Dengan kata lain penduduk Kota Lubuklinggau jika 

dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 

1,63 persen. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah 

106. 709 orang laki-laki dan 106.309 orang perempuan, yang berarti 

seksrasio sebesar 100,38. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki

laki hampir sama dengan jumlah penduduk perempuan. 

Struktur umur penduduk Kota Lubuklinggau tergolong 

penduduk "muda" karena proporsi penduduk di bawah 15 tahun 

masih cukup tinggi, mencapai 30 persen dan penduduk tua (umur di 

atas 60 tahun) hanya sekitar 5 persen.Distribusi penduduk menurut 

kecamatan menunjukkan pola yang sama dengan tahun 2013. Dari 

delapan kecamatan yang ada di Kota Lubuklinggau, Kecamatan 

Lubuklinggau Utara II memiliki jumlah penduduk paling banyak 

(16,17 persen), kemudian diikuti oleh Kecamatan Lubuklinggau 

Timur I (15, 78 persen), dan Kecamatan Lubuklinggau Timur II 

(14,99 persen). Sedangkan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I 

merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit ( 6,89 

persen). 
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4.2 Badan Kepegawaian Daerah Kota Lubuklinggau 

4.2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian 

Daerah Kota Lubuklinggau 

Berdasarkan Peraturan W alikota Lubuklinggau Nomor 

52 Tahun 2014, tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Badan Kepegawaian Daerah, bahwa kedudukan BKD adalah 

merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang 

kepegawaian daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala 

Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

W alikota melalui Sekretaris Daerah manpunyai tugas pokok 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

daerah dibidang kepegawaian dan melaksanakan tugas 

pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan atau 

pemerintah provinsi. Dalam penyelenggaraan tugas pokok 

sebagaimana di atas, BKD mempunyai fungsi: 

a) Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian 

b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah di bidang kepegawaian 

c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian 

d) Penyusunan pedoman dan pelaksanaan di bidang 

kepegawaian 

e) Pengendalian dan pembinaan unit pelaksana teknis badan 

(UPTB) dalam lingkup tugasnya 
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f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai 

tugas dan fungsinya. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 

01 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Teknis Daerah, susunan organisasi BKD adalah: 

a) Kepala Badan 

b) Sekretariat membawahkan : 

- Sub Bagian Umum 

- Sub Bagian Keuangan 

- Sub Bagian Program 

c) Bi dang Pembinaan Pegawai, membawahi : 

- Sub Bidang Pembinaan dan Petundang-undangan 

- Sub Bidang Pengembangan Pegawai 

d) Bidang Pengangkatan dan Pemindahan, membawahi : 

- Sub Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian 

- Sub Bidang Pemindahandan Penetapan Pensiun 

e) Bidang Kepangkatan dan penggajian, membawahkan : 

- Sub Bidang Kepangkatan 

- Sub Bidang Penetapan Gaji dan kesejahteraan pegawai 

f) Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian 

membawahkan: 

- Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai 

- Sub Bidang Dokumentasi dan Pelaporan 
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g) Unit pelaksana Teknis Badan (UPTB) 

h) Kelompok jabatan Fungsional 

Gambar4.3 
Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah 

1. Sumber Daya Badan Kepegawaian Daerah 

a. Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian 

Daerah Kota Lubuklinggau terdiri dari PNS dan PTT 

sampai dengan April 2015 sebanyak 40 (Empat Puluh) 
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orang yang terdiri: 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) 37 orang 

Pegawai Tidak Tetap(PTT) 3 orang 

Dengan Posisi sebagai berikut: 

Kepala Badan( ess IL b) = 1 orang 

Sekretaris( ess III.a) I orang 

Kabid (ess III.b) 4 orang 

Kasubbag/Kasubbid ( ess IV .a) = I I orang 

Fungsional T ertentu = 3 orang 

PelaksanaPNS = 17 orang 

PTT = 3 orang 

Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Lubuklinggau 

menurut pendidikan formal,sebagai berikut: 

Tabel 4.1 
P . b d k T" kat P d"d"ka egawa1 er asar an mgJ en 1 1 n 

TingkatPendidikan Formal 
Jumlah Ket 

No Pegawai SLTA D-3 S-1 S-2 

1. PNS 8 2 22 5 37 

2. PTT 2 - I - 3 

Jumlah 10 2 24 5 40 

Sumber: BKD Kota Lubuklinggau (2015) 

Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kota 

Lubuklinggau berdasarkan Ruang Pangkat/Golongan sebagai berikut: 
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Tabel 4. 2 
p ·n d e~awa1 er asar ka P kat d G I n ane: an o one:an R uanf! 

Golongan 

No Ruang I II III IV Ket 

1 A - 1 7 1 

2 B - - 1 1 

3 c - 4 4 1 

4 D - 3 5 -

Jumlah - 8 2 3 

Sumber: BKD Kota Lubukilinggau, 2015 

Tabel 4.3 
B d k D"kl P er asar an I at en1en1ane:an 

No. Jenis Diklat Jumlah 
Jenis kelamin 

L p 

I PirnTk I - - -
2 PirnTk.II 1 1 -

3 Pim. III 5 4 1 

4 PimIV 6 3 3 

Jurnlah 12 8 4 

Sumber: BKD Kota Lubuklinggau, 2015 

4.3 Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau 

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonorni daerah yang 

rnenyelenggarakan Pelayanan Bidang Kesehatan. Dinas Kesehatan 

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

Adapun Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : 
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a. Kepala Dinas; dan 

b. Sekretariat, membawahkan: 

1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; 

2. Sub Bagian Kepegawaian; dan 

3. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan : 

1. Seksi Bina Pelayanan Dasar dan Rujukan; 

2. Seksi Bina Kesehatan Keluarga dan Reproduksi; dan 

3. Seksi Bina Gizi Masyarakat 

d. Bidang Bina Farmasi, Makanan dan Minuman dan 

Promosi Kesehatan, membawahkan : 

1. Seksi Bina Farmasi dan Makanan Minuman; 

2. Seksi Bina Promosi Kesehatan; dan 

3. Seksi Bina Pemberdayaan Masyarakat. 
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f. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatanlingkungan, 

membawahkan : 

1. Seksi Serveilans, Epidimiologi, Imunisasi dan 

Kesehatan Matra; 

2. Seksi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit; 

dan 

3. Seksi Penyehatan Lingkungan. 

g. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program, 
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membawahkan; 

1. Seksi Penyusunan Program, Penelitian dan 

Pengembangan; 

2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Informasi; dan 

3. Seksi Akreditasi, Hukum dan Perizinan. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional; 

i. Unit Pusat Kesehatan Masyarakat (UPKM); danj. Unit 

Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ). 
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4.3.1 Togas Pokok, Fongsi, dan Uraian Togas Dinas Kesehatan 

Kota Loboklinggao 

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

kewenangan daerah dibidang Kesehatan serta melaksanakan 

tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau 

Pemerintah Provinsi, untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas 

Kesehatan mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan; 

b. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang kesehatan; 

c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kesehatan 

berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; 

d. pengendalian dan pengawasan teknis di bidang kesehatan; 

e. pemberian pertimbangan teknis dan Pengendalian 
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penzman serta pelaksanaan pelayanan umum di bidang 

kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan 

oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang

undangan; 

f. pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup 

tugasnya; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai 

tugas pokok dan fungsinya. 

4.4 Fungsional Bidan dan Tim penilai Angka Kredit 

Dalam pengertian yang dimaksud dengan Bidan adalah Pegawai 

Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, 

dan wewenang, untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan kebidanan 

yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan 

secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Dalam pekerjaan 

pelayanan, pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari 

pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu dalam kurun waktu 

masa reproduksi, bayi baru lahir, bayi dan balita. Kebidanan 

mempunyai sarana pelayanan kebidanan adalah sarana pelayanan yang 

digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kebidanan yang 

meliputi rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas, klinik kia, 

Polindes/Poskesdes dan Praktik Bidan Perorangan 

Dalam pekerjaannya bidan memiliki tugas pokok bidan adalah 
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melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, 

pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan bayi dan anak 

serta pelayanan kesehatan masyarakat, dalam jabatan bidan terdiri atas 

bidan tingkat terampil dan bidan tingkat ahli, Jenjang jabatan dan 

pangkat bidantingkat terampil dan bidantingkat ahli sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) Permenkes nomor 551 Tahun 2009 adalah 

sebagai berikut: 

Tahel 4.4 
Jenjang Jabatan Dan Pangkat Bidan Terampil 

No NAMAJABATAN PANGKATGOLONGAN/RUANG 

1 Bidan Pelaksana Pemula Pengatur Muda, Illa 

Pengatur Muda Tk.I, 11/b 
2 Bidan Pelaksana Pengatur Ilic 

Pengatur Tk I 11/d 

Bidan Pelaksana Lanjutan Penata Muda Ill/a 
3 

Penata Muda Tk I I 11/b 

4 Bidan Penyelia Penata I 11/c 

Penata Tk I I 11/d 

Tahel 4.5 
Jeniane: Jabatan Dan Pan!!kat Bidan Ahli 

No NAMA JABATAN PANGKATGOLONGAN/RUANG 

Penata Muda Ill/a 
1 Bidan Pertama 

P~nata Muda Tk I I 11/b 

Penata I Ilic 
2 Bidan Muda 

Penata Tk I I ll/d 

Pembina IV /a 

3 Bidan Madya Pembina Tk I IV lb 

Pembina Utama Muda IV /c 
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Dalam Rincian Kegiatan Bidan tingkat terampil mempunyai tugas 

atau pekerjaan sebagai berikut: 

1. Bidan Pelaksana Pemula: 

1) Mempersiapkan pelayanan kebidanan; 

60 

2) Melaksanakan anamnesa klien/pasien pada kasus patologis 

kegawatdaruratan kebidanan; 

3) Melaksanakan pemeriksaan fisik pas1en pad a 

kegawatdaruratan kebidanan; 

4) Pengambilan/penyediaan bahan laboratorium dengan 

melakukan pengambilan sediaan/bahan laboratorium 

dengan melakukan pengambilan urine; 

5) Melakukan pemeriksaan urine protein; 

6) Melakukan pemeriksaan urine reduksi; 

7) Membuat diagnosa kebidanan sesua1 dengan hasil 

pengkajian pada kasus patologis kegawatdaruratan 

kebidanan; 

8) Melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lain 

kegawatdaruratan kebidanan; 

9) Menyusun rencana operasional asuhan kebidanan 

kegawatdaruratan kebidanan; 

10) Melakukan pers1apan pelayanan asuhan kebidanan 

kegawatdaruratan kebidanan; 

11) Mempersiapkan alat dan obat pada kasus kegawatdaruratan 
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kebidanan; 

12) Mempersiapkan tindakan operatif ginekologi dan obstetri 

pada kasus sederhana; 

13) Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus 

fisiologis tanpa masalah pada ibu hamil, ibu nifas, bayi barn 

lahir, KB sederhana, hormonal oral dan suntik; 

14) Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien pada 

kasus kegawatdaruratan kebidanan; 

15) Melakukan KIE klien/pasien secara individu; 

16) Melakukan konseling pada klien/pasien pada kasus 

kegawatdaruratan kebidanan; 

17) Melakukan rujukan klien/pasien pada kasus fisiologis; 

18) Melaksanakan evaluasi asuhan kebidanan klien/pasien pada 

kasus kegawatdaruratan kebidanan; 

19) Melakukan dokumentasi pada asuhan kebidanan pada kasus 

kegawatdaruratan kebidanan; 

20) Melaksanakan tugas jaga/shif di tempat!Rumah Sakit; 

21) Melaksanakan tugas jaga/shif on call; 

22) Melaksanakan tugas jaga/shif sepi pasien; 

23) Melaksanakan tugas pada daerah konflik/rawan/ daerah 

penyakit menular; 

24) Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dengan 

membuat kantong persalinan 
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2. Bidan Pelaksana: 

1) Mempersiapkan pelayanan kebidanan; 

2) Melaksanakan anamnesa klien/pasien pada kasus fisiologis 

tanpa masalah; 

3) Melaksanakan anamnesa klien/pasien pada kasus 

kegawatdaruratan kebidanan; 

4) Melaksanakan pemeriksaan fisik klien/pasien pada kasus 

fisiologis tanpa masalah; 

5) Melaksanakan pemeriksaan fisik klien/pasien pada kasus 

kegawatdaruratan kebidanan; 

6) Pengambilan/penyediaan bahan laboratorium dengan 

melakukan pengambilan sediaan/bahan laboratorium 

dengan melakukan pengambilan darah tepi; 

7) Pemeriksaan laboratorium sederhana dengan melakukan 

pemeriksaan HB darah; 

8) Membuat diagnosa kebidanan sesuai dengan basil 

pengkajian pada kasus fisiologis tanpa masalah; 

9) Membuat diagnosa kebidanan sesuai dengan basil 

pengkajian pada kasus kegawatdaruratan kebidanan; 

10) Melakukan kolaborasi dengan tim kesebatan lain pada 

kasus fisiologis tanpa masalah; 
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11) Melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lain pada 

kasus kegawatdaruratan kebidanan; 

12) Menyusun rencana operasional asuhan kebidanan pada 

kasus fisiologis tanpa masalah; 

13) Menyusun rencana operasional asuhan kebidanan pada 

kasus kegawatdamratan kebidanan; 

14) Melakukan persiapan pelayanan asuhan kebidanan pada 

klien/pasien dengan kasus fisiologis tanpa masalah; 

15) Melakukan persiapan pelayanan asuhan kebidanan pada 

klien/pasien dengan kasus patologis kegawatdaruratan 

kebidanan; 

16) Mempersiapkan alat dan obat pada kasus fisiologis tanpa 

masalah; 

17) Mempersiapkan alat dan obat pada kasus kegawatdaruratan 

kebidanan; 

18) Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus 

fisiologis tanpa masalah pada persalinan kala I; 

19) Melaksanakan asuhan kebidanan pada klienipasien kasus 

fisiologis tanpa masalah pada persalinan kala II; 

20) Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus 

fisiologis tanpa masalah pada persalinan kala III; 
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21) Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus 

fisiologis tanpa masalah pada persalinan kala IV; 

22) Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus 

fisiologis kesehatan reproduksi remaja dan menopouse, 

klimakterium, bayi, anak, dan KB AKDR; 

23) Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus 

fisiologis bermasalah pada persalinan kala I; 

24) Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus 

fisiologis bermasalah pada persalinan kala II; 

25) Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus 

fisiologis bermasalah pada persalinan kala III; 

26) Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus 

fisiologis bermasalah pada persalinan kala IV; 

27) Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus 

fisiologis bermasalah pada ibu hamil, ibu nifas, bayi barn 

lahir, KB sederhana, hormonal oral clan suntik; 

28) Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien pada 

kasus kegawatdaruratan kebidanan; 

29) Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien pada 

saat melaksanakan tugas dikamar bedah kebidanan sebagai 

instrumentator tindakan bedah/ operasi; 
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30) Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien pada 

saat melaksanakan tugas dikamar bedah kebidanan sebagai 

asisten tindakan bedah/operasi; 

31) Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien pada 

saat melaksanakan tugas dikamar bedah kebidanan sebagai 

on loop tindakan bedah/operasi; 

32) Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien pada 

saat melaksanakan tugas dikamar bedah kebidanan sebagai 

asisten dokter dalam tindakan bedah/operasi; 

33) Melakukan konseling pada klien/pasien pada kasus 

kegawatdaruratan kebidanan; 

34) Melakukan rujukan klien/pasien pada kasus fisiologis; 

35) Melaksanakan evaluasi asuhan kebidanan klien/pasien 

pada kasus fisiologis tanpa masalah; 

36) Melaksanakan evaluasi asuhan kebidanan klien/pasien 

pada kasus kegawatdaruratan kebidanan; 

3 7) Melakukan dokumentasi pada asuhan kebidanan pada 

kasus isiologis tanpa masalah; 

38) Melakukan dokumentasi pada asuhan kebidanan pada 

kasus kegawatdaruratan kebidanan; 

39) Melaksanakan tugas sebagai pengelola di puskesmas 
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sebagai penanggungjawab tugas sore dan malam; 

40) Melaksanakan tugas jaga/shif di tempat/Rumah Sakit; 

41) Melaksanakan tugas jaga/shif on call; 

42) Melaksanakan tugas jaga/shif sepi pasien; 

43) Melaksanakan tugas pada daerah konflik/ rawan/ daerah 

penyakit menular; 

44) Melaksanakan asuhan kebidanan pada individu di keluarga; 

45) Melakukan dan mencatat deteksi dini risiko. 

3. Bidan Pelaksana Lanjutan: 

1) Mempersiapkan pelayanan kebidanan; 

2) Melaksanakan anamnesa klien/pasien pada kasus fisiologis 

bermasalah; 

3) Melaksanakan anamnesa klien/pasien pada kasus 

kegawatdaruratan kebidanan; 

4) Melaksanakan pemeriksaan fisik klien/pasien pada kasus 

fisiologis bermasalah; 

5) Melaksanakan pemeriksaan fisik klien/pasien pada kasus 

kegawatdaruratan kebidanan; 

6) Pengambilan/penyediaan bahan laboratorium dengan 

pengambilan sediaan/bahan laboratorium dengan 

pengambilan darah vena; 
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7) Pengambilan/penyediaan bahan laboratorium dengan 

pengambilan sediaan/bahan laboratorium dengan 

pengambilan darah air ketuban; 

8) Pemeriksaan laboratorium sederhana dengan melakukan 

pemeriksaan golongan darah; 

9) Membuat diagnosa kebidanan sesuai dengan basil 

pengkajian pada kasus fisiologis bermasalah; 

10) Membuat diagnosa kebidanan sesuai dengan basil 

pengkajian pada kasus kegawatdaruratan kebidanan; 

11) Melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lain pada 

kasus fisiologis bermasalah; 

12) Melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lain pada 

kasus kegawatdaruratan kebidanan; 

13) Menyusun rencana operasional asuhan kebidanan pad.a 

kasus fisiologis bermasalah; 

14) Menyusun rencana operasional asuhan kebidanan pada 

kasus kegawatdaruratan kebidanan; 

15) Melakukan persiapan pelayanan asuhan kebidanan pada 

klien/pasien dengan kasus fisiologis bermasalah; 

16) Melakukan persiapan pelayanan asuhan kebidanan pada 

klien/pasien dengan kasus kegawatdaruratan kebidanan; 
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17) Mempersiapkan alat dan obat pada kasus fisiologis 

bermasalah; 

18) Mempersiapkan alat dan obat pada kasus kegawatdaruratan 

kebidanan; 

19) Mempersiapkan tindakan operatif ginekologi dan obstetri 

pada kasus kecil; 

20) Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus 

fisiologis bermasalah pada kesehatan reproduksi remaja 

dan menopouse, klimaterium, bayi, anak, dan KB AKDR; 

21) Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien dengan 

kasus kegawatdaruratan kebidanan; 

22) Melakukan KIE klien/pasien secara kelompok; 

23) Melakukan konseling pada klien/pasien pada kasus 

fisiologi tanpa masalah; 

24) Melakukan konseling pada klien/pasien pada kasus 

kegawatdaruratan kebidanan; 

25) Melakukan rujukan klien/pasien pada kasus fisiologis; 

26) Melaksanakan evaluasi asuhan kebidanan klien/ pasien 

pada kasus kegawatdaruratan kebidanan; 

27) Melakukan dokumentasi pada asuhan kebidanan pada 

43030.pdf 



69 

kasus kegawatdaruratan kebidanan; 

28) Melaksanakan tugas jaga/shif di tempat/Rumah Sak.it; 

29) Melaksanakan tugas jaga/shif on call; 

30) Melaksanakan tugas jaga/shif sepi pasien; 

3 1) Melaksanakan tugas pada daerah kon:flik/ rawan/ daerah 

penyakit menular; 

32) Melaksanakan asuhan kebidanan pada keluarga; 

3 3) Melakukan pembinaan pada posyandu dan dasa wisma. 

4. Bidan Penyelia: 

1) Mempersiapkan pelayanan kebidanan; 

2) Melaksanakan anamnesa klien/pasien pada kasus patologis 

kegawatdaruratan kebidanan; 

3) Melaksanakan pemeriksaan fisik klien/pasien pada kasus 

kegawatdaruratan kebidanan; 

4) Pengambilan/penyediaan bahan laboratorium dengan 

melakukan pengambilan sediaan/bahan laboratorium 

dengan melakukan pengambilan sekret vagina; 

5) Pengambilan/penyediaan bahan laboratorium dengan 

melakukan pengambilan sediaan/bahan laboratorium 

dengan melakukan pengambilan sekret servix; 
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6) Membuat diagnosa kebidanan sesua1 dengan hasil 

pengkajian pada kasus kegawatdaruratan kebidanan; 

7) Melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lain pada 

kasus kegawatdaruratan kebidanan; 

8) Menyusun rencana operasional asuhan kebidanan pada 

kasus kegawatdaruratan kebidanan; 

9) Melakukan persiapan pelayanan asuhan kebidanan pada 

klien/pasien dengan kasus kegawatdaruratan kebidanan; 

10) Mempersiapkan alat dan obat pada kasus kegawatdaruratan 

kebidanan; 

11) Mempersiapkan tindakan operatif ginckologi dan obstetri 

pada kasus sedang; 

12) Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien dengan 

kasus kegawatdaruratan kebidanan; 

13) Melakukan konseling pada klien/pasien pada kasus 

fisiologi tanpa masalah; 

14) Melakukan konseling pada klien/pasien pada kasus 

kegawatdaruratan kebidanan; 

15) Melakukan rujukan klien/pasien pada kasus fisiologis; 

16) Mclaksanakan cvaluasi asuhan kebidanan klienlpasien 

pada kasus fisiologis bermasalah; 
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17) Melaksanakan evaluasi asuhan kebidanan klien/pasien 

pad.a kasus kegawatdaruratan kebidanan; 

18) Melakukan dokumentasi pada asuhan kebidanan pada 

kasus fisiologis bennasalah; 

19) Melakukan dokumentasi pada asuhan kebidanan pada 

kasus kegawatdaruratan kebidanan; 

20) Melaksanakan tugas sebagai pengelola di Rumah Sakit 

sebagai kepala ruangan; 

21) Melaksanakan tugas jaga/shif di tempat/Rumah Sakit 

22) Melaksanakan tugas jaga/shif on call; 

23) Melaksanakan tugas jaga/shif sepi pasien; 

24) Melaksanakan tugas pada daerah konflik/rawan/daerah 

penyakit menular; 

25) Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dengan 

membuat laporan asuhan individu pada 

keluarga/masyarakat/kelompok; 

26) Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dengan 

menyajikan cakupan/hasil kegiatan pelayanan kebidanan di 

tingkat Desa/Kecamatan; 

27) Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dengan 

menyajikan cakupan/hasil kegiatan pelayanan kebidanan di 
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tingkat Kabupaten/Kota; 

28) Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dengan 

melakukan pembinaan pada kader kesehatan, dukun 

beranak, keluarga resiko tinggi kesehatan, kelompok 

kesehatan masyarakat; 

29) Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dengan 

melaksanakan kegiatan penggalian, pergerakan dan 

fasilitasi peran serta masyarakat dalam masalah kebidanan; 

30) Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dengan 

melaksanakan kegiatan advokasi kebidanan pada lintas 

program di tingkat desa. 

4.5 Pengangkatan Dalam Jabtan Fungsional Bidan 

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam 

Jabatan Bidan harus memenuhi syarat sebagaimana Pasal 26 Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

Ol/PER/M.PAN/112008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka 

Kreditnya, sebagai berikut: 

a. Persyaratan Umum: 

1) Surat pengantar usul pengangkatan dari p1mpman Unit 

Kcrja/UPT; 

2) Surat pengantar/rekomendasi dari Pimpinan Unit 

Utama/Kepala Din as Kesehatan Provinsi, 
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Kabupaten/Kota/Pimpinan Instansi pengusul ; 

3) Tersedianya formasi; 

4) Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; 

5) Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan; 

6) Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas 

. . 
usia pens1un; 

7) Surat pemyataan telah melaksanakan tugas sesuai dengan 

jabatan fungsional yang dipangkunya sekurang-kurangnya 1 

(satu) tahun dari Pejabat yang berwenang; 

8) Surat pemyataan memilih Jabatan Bidan; 

9) Setiap unsur penilai pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 

sekurang- kurangnya bemilai baik dalam 1 (satu) tahun 

terakhir. 

b. Persyaratan Teknis: 

> Bidan tingkat terampil: 

1. Berijazah paling rendah Sekolah Bidan/DI Kebidanan; 

2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda golongan ruang IUa; 

3. Memiliki nilai Angka Kredit minimal sesuai ketentuan; 

4. Sekurang-kurangnya telah melaksanakan kegiatan 

kebidanan selama 1 (satu) tahun. 

> Bidan tingkat ahli: 

1. Berijazah paling rendah Sarjana (S 1 )ID IV Kebidanan, 
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2. Pangkat paling rend.ah Penata Muda golongan ruang Ill/a; 

3. Memiliki nilai angka kredit minimal sesuai ketentuan; 

4. Sekurang-kurangnya telah melaksanakan kegiatan 

kebidanan selama 1 ( satu) tahun; 

4.5.1 Kelengkapan Derkas. 

Kelengkapan berkas untuk Pengangkatan ke dalam Jabatan 

Fungsional Bidan: 

a. Foto copy SK Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil 

atau SK Kenaikan Pangkat terakhir; 

b. Surat Keputusan Asli Penetapan Angkat Kredit (PAK), 

sebagaimana dimaksud dalam lampiran X tentang Tata 

kerja dan tata cara penilaian; 

c. Surat pemyataan melaksanakan tugas di bidang kebidanan 

yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja yang 

bersangkutan; 

d. Foto copy DP3 l (satu) tahun terakhir; 

e. Foto copy Kartu Pegawai; 

f. Foto copy ljazah; 

g. Surat pengantar usul pengangkatan dari p1mpman Unit 

Kerja/UPT; 

h. Surat pengantar/rekomendasi dari Pimpinan Unit 

Utama/Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, 
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Kabupaten/Kota/Pimpinan Instansi pengusul 

4.5.l.l Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 

Jabatan BidanTingkat Kota. 

1) Calon Pejabat Bidan melengkapi dan menyerahkan berkas 

yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon pejabat 

Bidan untuk pengusulan pengangkatan pertama; 

2) Pimpinan Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas 

Kesehatan Kota melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang 

menangani kepegawaian pada Dinkes Kota; 

3) Bagian Kepegawaian atau unit yang menangan1 

kepegawaian pada Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota, 

memeriksa persyaratan dan kelengkapan berkas yang 

dipersyaratkan, sesua1 ketentuan yang berlaku, dan 

disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kota melalui Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) Kota; 

4) Surat keputusan pengangkatan pertama bagi Bidan 

Pelaksana Pemula sampai dengan Bidan Penyelia, dan Bidan 

Pertama sampai dengan Bidan Madya, ditetapkan 

olehWaliKota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 

WaliKota~ 

5) Surat keputusan pengangkatan pertama asli disampaikan 

kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan 
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Tim Penilai Kabupatan atau Kota adalah tim yang dibentuk 

oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota untuk membantu 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dalam menetapkan 

angka kredit bagi Bidan Terampil mulai dari Bidan Pelaksana Pemula 

sampai dengan Bidan Penyelia dan Bidan Ahli mulai dari Bidan 

Pertama sampai dengan Bidan Madya yang bekerja pada sarana 

kesehatan di lingkungan Kabupaten atau Kota.Y ang dimaksut Tim 

Penilai Angka Kredit tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh 

pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Bidan. 

Syarat untuk menjadi anggota tim penilai angka keredit bidan 

yaitu, 

a. Menduduki jabatan atau pangkat paling rendah sama dengan 

jabatan atau pangkat bidan yang dinilai 

b. Memiliki keahlian serta mampu menilai prestasi kerja bidan 

c. Dapat aktif melakukan penilaiaan 

Masa jabatan Anggota Tim penilai 3 (tiga) tahun dan dapat 

diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, tim penilai yang 

telah menjabat 2 (dua) kali masajabatannya secara berturut-turut dapat 

diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa 

jabatan. Dalam hal terdapat anggota tim penilai yang turut inilai tidak 
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dapat menilai angka kredit sendiri, maka Ketua tim penilai dapat 

mengangkat anggota tim penilai pengganti, Susunan anggota Tim 

Penilai terdiri dari unsur kepegawaian, unsur teknis, dan pejabat 

fungsional Bidan dengan Ketentuan sebagai berikut: 

a. Seorang ketua merangkap anggota dari unsur teknis 

b. Seorang wakil ketua merangkap 

c. Seorang sekretaris merangkap anggota-anggota dari unsur 

kepegawaian 

d. Paling kurang 4 ( empat) orang anggota 

Anggota Tim penilai paling kurang 2 (dua) orang bidan, dalam 

hal komposisi jumlah anggota tim penilai tidak dapat dipatuhi, maka 

anggota Tim penilai dapat diangkat dari jabatan lain yang mempunyai 

kompentensi dalam penilaian prestasi kerja Bidan. 

4.5.2.1 Tugas pokok Tim Penilai adalah 

a. Membantu kepala dinas Kesehatan dalam menetapkan 

angka kredit Bidan Pelaksana Pemula sampai dengan Bidan 

penyelia dan Bidan pertama sampai dengan Bidan Mud.a 

yang bekerja pada sasaran pelayanan kebidanan 

dilinggkungan Kota Lubuklinggau 

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas Kesehatan Kota yang berhubungan dengan 

penetapan angka kredit. 
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Apabila Tim penilai angka keredit Kota belum terbentuk, 

penilai angka kredit bidandapat dimintakan Kepada Tim Penilai Kota 

atau Kabupaten lain terdekat atau tim penilai Provinsi yang 

bersangkutan.untuk membantu tim penilai menjalankan tugasnya, 

dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang sekretaris 

yang secara fungsional dijabat oleh pejabat dibidang Kepegawaian. 

Sekretariat dapat dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan 

pejabatyang berwenang menetapkan angka kredit. 

4.5.3 Angka Kredit 

Sedangkan pengertian angka kredit adalah satuan nilai dari tiap 

butir kegiatan dan/ atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus 

dicapai oleh seorang bidandalam rangka pembinaan karier 

kepangkatan dan jabatannya. Adapun yang akan dinilai dalam jabatan 

fungsional bidanyaitu Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit 

(DUP AK) yaitu formulir yang berisi keterangan perorangan bidandan 

butir kegiatan yang dinilai dan harus diisi oleh bidandalam rangka 

penetapan angka kredit.dan kemudian diasilkan Penetapan Angka 

Kredit (PAK) adalah formulir yang berisi keterangan perorangan 

Bidan dan satuan nilai dari basil penilaian butir kegiatan dan atau 

akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh bidanyang 

telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka 

kredit. 
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4.6 Implementasi Kebijakan Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Jabatan Fungsional Bidan Dan Angka Kreditnya 

T APM berkenaan dengan pembahasan terhadap implementasi 

kebijakan tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional bidan dan 

angka kreditnya untuk menggunakan variable ini digunakan teori 

Ripley and Franklin dimana implementasi kebijakan tersebut terdiri 

dari 3 (tiga) dimensi sesuai dengan teori implementasi menurut Ripley 

and Franklin, yaitu: 

1. Tingkat kepatuhan (degree of compliance) 

2. Rutinitas fungsi (Smoothly function routines) 

3. Kinerja (desired performance) dan dampak (impact) 

Ketiga dimensi tersebut kemudian memiliki indikator-indikator 

yang dapat dijadikan ukuran untuk kemudian diteliti. 

1. Tingkat kepatuhan (degree of compliance) 

a. Sosialisasi tentang jabatan fungsional bidan 

b. Proses Pengangkatan Jabatan Fungsional Bidan 

c. Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi 

2. Kelancaran Rutinitas fungsi (Smoothly function routines) 

a. Penyesuaian Jenjang Jabatan Bidan 

b. Prasarana pendukung 

c. Sarana Pendukung 

d. TIM Penilai Angka Kredit 

43030.pdf 



80 

3. Kinerja (desired performance) dan dampak (impact) 

a. Jumlah pasien bidanyang berobat kepustudan puskeslur 

b. Keteraturan administrasi Kepegawaian bidan 

c. Profesionalismebidan 

4.6.1 Tingkat Kepatuban (degree of compliance) 

Menurut Ripley dalam Alfatih (2010:55), paling tidak terdapat 

dua kekurangan perspektif kepatuhan, yakni: (1) banyak faktor non

birokratis yang berpengaruh tetapi justru kurang diperhatikan, dan (2) 

adanya program yang tidak didesain dengan baik. Perspektif kedua 

adalah perspektif faktual yang berasumsi bahwa terdapat banyak faktor 

yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang 

mengharuskan implementor agar lebih leluasa mengadakan 

penyesuaian. Kedua perspektif tersebut tidak kontradiktif, tetapi saling 

melengkapi satu sama lain. Secara empirik, perspektif kepatuhan mulai 

mengakui adanya faktor eksternal organisasi yang juga mempengaruhi 

kinerja agen administratif. Kecenderungan itu sama sekali tidak 

bertentangan dengan perspektif faktual yang juga memfokuskan 

perhatian pada berbagai faktor non-organisasional yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan. Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan 

pendekatan faktual dapat dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan 

sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan keberhasilan proses 

implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu: (1) 

kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan, 
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dan (2) kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat 

sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh ekstemal dan 

faktor non-organisasional, atau pendekatan faktual. 

4.6.1.1 Pengangkatan Jabatan FungsionaIBidan 

Pelaksanaan kebijakan implementasi memliliki dasar dalam 

pengangkatan Jabatan Fungsional Bidan, dimana dalam pengangkatan 

memiliki tahapan-tahapan atau proses dalam pengangkatan untuk 

mendapatkan atau menciptakan bidan yang handal dalam menjalankan 

tugasnya.Untuk mengukur tingkat kepatuhan, apabila pengangkatan 

jabatan fungsional ini sesuai dengan aturan yang ada menunjukkan 

adanya tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. 

Dalam proses pengangkatan jabatan fungsional bidan di Kota 

Lubuklinggau, peneliti menemukan kenyataan sebagai berikut : 

No 
1 

2 

Tabel 4.6 
Jumlah Fungsional Bidan Yang Pengangkatan Pertama 

Tidak Sesuai Dalam Aturan 
Uraian Jumlah % 

Bidan diangkat Kepala Dinas 80% 

Bidan diangkat Walikota 20% 

Sumber: Data Primer 2015 

Tabel 4.6 di atas menunjukan bahwa pelaksanaan pengangkatan 

jabatan fungsional bidan belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang 

ada, karena pengangkatan jabatan fungsional bidan menurut peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 551 tahun 2009 diangkat oleh Kepala 

Daerah. Kenyataan yang ada di Kota Lubuklinggau pengangkatan 
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pertama bidan dari formasisaat penerimaan CPNS diangkat oleh 

Kepala Dinas Kesehatan sebanyak 114 orang atau 80%. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 551 tahun 2009 tentang Petunjuk 

Teknis Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya, bahwa bidan 

diangkat oleh Kepala Daerah Atau Kepala Dinas Kesehatan yang 

diberikan pelimpahan hak dari Kepala Daerah. Sedangkan di Kota 

Lubuklinggau tidak pemah ada pelimpahan hak dari kepala daerah 

kepada kepala dinas kesehatan untuk mengangkat pegawai dalam 

jabatan Fungsional. 

Pendapat peneliti ini sesuai dengan teori yang disampaikan 

oleh Handoko: 1996 berpendapat spesifikasi jabatan menunjukkan 

siapa yang melakuakn pekerjaan itu dan factor-faktor manusia yang 

diisyaratkan. 

Selain berdasarkan teori di atas, adanya ketidak sesua1an 

pengangkatan jabatan fungsional bidan dengan aturan yang ada juga 

didasari dari beberapa hasil wawancara peneliti kepada informan 

tentang pengangkatan jabatan fungsional bidan di Kota Lubuklinggau. 

Proses pengangkatan bidan dari formasi awal CPNS disampaikan oleh 

kepala sub bidang Pengangkatan dan pemberhentian sebagai berikut: 

" ... , adapun Badan Kepegawaian Daer ah selaku instansi yang 
mengurusi kepegawaian melaksanakan pemprosesan data 
hingga sampai pada persetujuan pengangkatan yang 
dibuktikan dengan ditanda tangani Surat Keputusan 
Pengangkatan dalam Jabatan Bidan, pelaksanaan 
pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional bidan dilihat 
dari Form Fl yaitu suatu Form yang dikeluarkan oleh BKN 
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Berdasarkan basil wawancara diatas diketahui bahwa proses 

pengangkatan bidan untuk pertama kali dilakukan oleh Kepala Daerah 

melalui instansi BKD yang mana dasar dari pengangkatan tersebut 

adalah formulir Fl (formulir penetapan Nip) yang dikeluarkan oleh 

Badan Kepegawaian Negara dimana pad.a fonnulir tersebut terdapat 

jenis formasi pegawai tersebut diangkat. 

Sekretaris Dinas Kesehatan, basil wawancara peneliti sebagai 

berikut: 

" ... pengangkatan bidan pada tahun 2006-2012, bidan 

diangkat oleh kepala Dinas Kesehatan kemudian pada tahun 

2013-sekarang pengangkatan fungsional diserahkan ke Badan 

Kepegawaian Daerah ... " 

(wawancara, 15 Oktober 2015) 

Dari wawancara diatas didapatkan kenyataan pengangkatan 

bidan yang dilaksanakan pertamakali dilakukan oleh Kepala Dinas 

Kesehatan, sedangkan menurut aturan yang ada pengangkatan 

dilaksanakan oleh Kepala Daerah. 

Lebih lanjutnya peneliti menanyakan tentang pengangkatan 

fungsional Bidan pada kasubag Kepegawaian Dinas Kesehatan. 

Pengangkatan jabatan bidan seharusnya dilakukan oleh Kepala 

Daerah dimana keputusan Pengangkatan ditandatangani oleh Sekretaris 

Daerah atas nama Walikota, jika tidak berarti pengangkatan tersebut 
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tidak sah, hal ini disampaikan oleh kepala bidang pengangkatan, 

pemindahan dan pemberhentian sebagai berikut 

" ... pengangkatan pertama bidan itu diangkat oleh kepala 
daerah, dalam hal ini surat keputusan Pengangkatan pertama 
bidan yang di tandatangani Sekretaris Daerah atas nama 
walikota, selain dari pada itu pengangkatan terse but tidak sah ... " 

(wawancara, 15 Oktober 2015) 

Dari hasil wawancara tersebut diatas Badan Kepegawaian 

Daerah selaku instansi yang memiliki tugas pokok melaksanakan 

urusan kepegawaian menganggap bahwa pengangkatan bidan oleh 

Kepala Dinas Kesehatan tidak sah, ini menunjukkan bahwa tidak 

adanya pelimpahan kewenangan pengangkatan jabatan bidan kepada 

Kepala Dinas Kesehatan. 

Berdasarkan data sekunder yang didapatkan peneliti, teori 

Handoko (1996) yang menyatakan spesifikasi jabatan menunjukkan 

siapa yang melakukan pekerjaan itu dan faktor-faktor manusia yang 

diisyaratkan. dan hasil wawancara dengan beberapa orang informan 

maka dapat disimpulkan bahwa pengangkatan jabatan bidan di Kota 

Lubuklinggau belum sesuai dengan aturan yang berlaku yang 

menunjukkan adanya ketidak patuhan pada peraturan yang ada. 

4.6.1.2 Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Bidan 

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidan merupakan salah 

satu yang diatur dalam kebijakan public Permenkes nomor 551 tahun 

2009, sehingga salah satu ukuran kepatuhan dalam pelaksanaan 

kebijakan tersebut adalah mengukur pelaksanaan tupoksi bidan. 
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Dengan demikian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menjadi salah 

satu indikator tingkat kepatuhan, hal ini dimaksutkan semakin baik 

pelaksanaan tupoksi bidan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan 

terhadap kebijakan tersebut berdasarkan hasil observasi peneliti 

terhadap pelasanaan tupoksi bidan ini didapati kenyataan bahwa 

terdapat beberapa orang bidan yang bekerja tidak sesuai dengan 

tupoksinya sebagai bidan, hal ini dapat dilihat dari table sebagai 

berikut: 

Tabel 4.7 
Penempatan bidan dan jumlah penempatan bidan yang tidak 

0 d tu kkd f . sesua1 en2an t2aspo o an ungs1 
No Tempat Kerja Bidan Jumlah Bidan 

1 Rumah Sakit 18 orang 

2 Puskesmas, pustu, puskeslur 112 orang 

,., 
Dinas Kesehatan 12 orang ..) 

Sumber: Data Primer ( diolah) 2015 

Tabel 4.7 di atas menunjukan bahwa dalam pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsibidan di Kota Lubuklinggau, belum baik hal ini 

dikamakan ada sejumlah bidan yang melaksanakan tugasnya bukan 

pada tempatnya. Adanya bidan yang bertugas bukan pada tempat 

seharusnya dikarenakan kebutuhan organisasi dan interpensi dari 

pimpinan. 
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Menurut John & Mary Miner dalam Moekijat (1998: 10), 

menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang 

dilakukan untuk suatu tujuan khusus. 

Pendapat peneliti ini sesuai dangan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 551 tahun 2009 yang menyatakan bahwa tempat 

kerja bidan adalah rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas, klinik 

KIA, polindes/poskeslur. 

Selain aturan diatas, belum baiknya pelaksanaan tupoksi bidan 

di Kota Lubuklinggau diketahui dari beberapa informan yang memberi 

penjelasan menyangkut pelaksanaan tupoksi bidan. Untuk 

melaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan baik seorang bidan 

harus bekerja pada tempat dimana tupoksi seorang bidan dapat 

dijalankan, misalnya dipuskesmas,puskeslur dan pustu yang ditempat 

tersebut sebagai tempat pelayanan bagi masyarakat yang 

membutuhkan tenaga bidan. Di Kota Lubuklinggau terdapat beberapa 

orang bidan yang bekerja bukan pada tempat tersebut. Hal m1 

disampaikan oleh Kepala subidang Kepegawaian sebagai berikut; 

" ... bidan sebagian besar sudah bekerja pada tempat 
tugas yang sesuai dengan tugas dan fungsi bidan, tapi ada 
yang ditempatkan pada Dinas Kesehatan bekerja pada bidang 
Kesga sebanyak 7 (tujuh) orang, 1 (satu) orang pada bidang 
Keuangan, 1 (satu) orang pada bidang perencanaan , 1 (satu) 
orang pada bidang Kepegawaian, 1 (satu) orang pada bidang 
penelitian obat, 1 (satu) orang pada bidang umum dikarnakan 
kami kurang pegawai untuk membantu tugas kami disini dinas 
Kesehatan sesuai perintah dari atasan kami ... " 
(wawancara,14 Oktober 2015) 
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Berdasarkan pemyataan diatas diketahui adanya bidan yang 

bekerja bukan tempat yang seharusnya menunjukkan bahwa bidan 

tersebut tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai 

seorang bidan, karena harus menyelesaikan tugas lain sesuai tempat dia 

bekerja yang mana tugas tersebut bukan tugas seorang bidan .. 

Bidan Di Kota Lubuklinggau pada awalnya telah ditempatkan 

sesuai dengan tempat seharusnya, tetapi kemudian ada sebagian dari 

bidan tersebut mendapat tugas dari Dinas Kesehatan Kota 

Lubuklinggau untuk bekerja pada tempat lain yang tidak sesuai dengan 

tupoksi mereka, hal ini berdasarkan pemyataan dari kepala Bidang 

Pengangkatan, pemberhentian dan pemberhentian Badan Kepegawaian 

Kota Lubuklinggau sebagai berikut: 

" .... kami menempatkan bidan sesuai dengan usulan 
kebutuhan yang kami kirimkan kemenpan, jadi penempatan 
bidan ditempatkan pada Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada 
dikota lubuklinggau, tetapi pada kenyataan nya ada bidan yang 
ditugaskan oleh kepala dinas kesehatan untuk bekererja 
ditempat lain ... " 
(wawancara, Oktober2015). 

Dari pemyataan kepala bidang pengangkatan, pemindahan dan 

pemberhentian diketahui adanya bidan yang bekerja pada tempat yang 

tidak seharusnya berdasarkan perintah dari pimpinan sehingga bidan 

terse but tidak dapat melaksanakan tugasnya, hal ini menunj ukkan 

bahwa adanya kesalahan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan 

kesalahan tersebut berakibat pada tidak terlaksananya tupoksi bidan. 

43030.pdf 



88 

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti, hasil wawancara 

dengan informan dan aturan yang berlaku maka dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidandiKota Lubuklinggau 

belum cukup baik. 

4.6.1.3 Sosialisasi Tentang Jabatan Fungsional Bidan 

Pelaksanaan kebijakan implementasi ini tidak terlepas dari 

faktor pemberitahuan fungsional bidan, dalam hal ini yang menjadi 

jalan pemberitahuan langsung kepada fungsional bidan ialah dengan 

sosialisasi. Dengan demikian sosialisasi sangatlah berperan penting 

untuk terciptanya kepatuhan terhadap kebijakan public dalam hal ini 

peraturan menteri kesehatan nomor 5 51 tahun 2009. Dengan demikian 

sosialisasi tentang jabatan fungsional bidan menjadi salah satu 

indikator tingkat kepatuhan, hal ini dimaksudkan semakin tingginya 

tingkat kepahaman terhadap kebijakan publik melaui sosialisasi maka 

semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap kebijakan dan aturan-aturan 

yang adaBerdasarkan hasil observasi peneliti terhadap pelasanaan 

sosialisasi bidan, didapati kenyataan sebagai berikut : 
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Tabel 4.8 
S . Ii . t t J b F I B"d os1a sas1 en ang a atan un2s1ona 1 an 

No Uraian Keterangan 

1 Sosialisasi Tentang jabatan BelumAda 
fungsional Bidan 

2 Tempat sosialisasi Bidan TidakAda 

3 Para peserta sosialisai TidakAda 

4 Narasumber Sosialisasi Tidak Ada 

Sumber: Data Primer (dio/ah) 2015 

Tabel 4.8 memperlihatkan bahwa sosialisasi tentang jabatan 

fungsional bidan belum pemah dilaksanakan, dengan demikian 

pemahaman tentang jabatan fungsional bidan masih rendah sehingga 

mempengaruhi ketaatan pada kebijakan public yang disosialisasikan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Sunarto (2004), yang menyatakan 

bahwa sosialisasi formal terjadi melalui lembaga yang dibentuk oleh 

pemerintah clan masyarakat yang memiliki tugas khusus dalam 

mensosialisasikan nilai, norma dan peranan-peranan yang harus 

dipelajari oleh masyarakat dan menuntut untuk taat. 

Tidak adanya sosialisasi guna meningkatkan pemahaman 

tentang jabatan fungsional bidan disampaikan oleh Kasubbag 

kepegawaian Dinas Kesehatan sebagai berikut : 

" ... setau saya pelaksanaan sosialisasi Fugsional Bidan 
be/um pernah diadakan ha/ tersebut dikarenakan be/um ada 
anggaran untuk melakukan sosialisasi fungsional kesehatan 
terutama Fungsional Bidan ... " 
(wawancara,l 3oktober 2015) 
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Belum adanya sosialisasi tersebut ditegaskan lagi oleh 

Sekretaris Dinas Kesehatan, sebagai berikut : 

" ... sosialisasi mengenai jabatan fungsional bidan 
di Ko ta Lubuklinggau Be/um pernah dilaksanakan. .. " 
(wawancara, 13 oktober 2015) 

Dari kedua pemyataan diatas semakin menguatkan bahwa 

belum pemah diadakan sosialisasi tentang jabatan fungsional bidan, 

hal ini menyebabkan pemahaman tentang jabatan fungsional bidan 

menjadi rendah sehingga ketaatan terhadap aturan tentang bidan 

menjadi rendah. 

Guna mengetahui pentingnya sosialisasi tentang jabatan 

fungsional bidan, peneliti menanyakan hal tersebut kepada salah satu 

bidan, yang menurut bidan tersebut sebagai berikut : 

" ... saya be/um pernah ikut sosialisasi mengenai 
Fungsional Bidan, padahal Sosialisasi tersebut sangat 
dibutuhkan bagi saya dan teman-teman bidan lainnya, 
diknakan kami masih banyak belum mengetahui masalah 
fungsional bidan, dan kami haya mendapatkan sedikit 
informasi dari Kepegawaian Dinos kesehatan ... " 
(wawancara, 14 oktober 2015) 

Dari pemyataan bidan diatas, dapat dipahami betapa 

pentingnya sosialisasi jabatan fungsional bagi bidan dan belum adanya 

sosialisasi menyebabkan rendahnya pemahaman mereka tentang 

jabatan fungsional bidan. Rendahnya pemahaman ini mempengaruhi 

pada ketaatan bidan pada aturan dalam hal ini Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 551Tahun2009. 

Berdasarkan data yang diperoleh, teori yang ada dan hasil 
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wawancara dengan 3 (tiga) informan di atas, dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa sosialisasi tentang jabatan fungsional bidan belum 

dilaksanakan sehingga pemahaman bidan tentang jabatan fungsional 

bidan masih rendah hal ini menyebabkan rendahnya kepatuhan bidan 

pada aturan tentang jabatan fungsional bidan. 

Dari analisis terhadap indikator-indikator diatas, diketahui 

beberapa hal sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan pengangkatan jabatan fungsional bidan di 

Kota Lubuklinggau, belum sesuai dengan aturan. 

b. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidan di Kota 

Lubuklinggau, belum baik. 

c. Bahwa sosialisasi tentang jabatan fungsional bidan di Kota 

Lubuklinggau, belum pemah dilaksanakan 

Dari tiga poin diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Permenkes Nomor 551 tahun 2009 tentang jabatan fungsional dan 

angka kreditnya, belum dipatuhi sepenuhnya di Kota Lubuklinggau. 

4.6.2 Kelancaran Rutinitas Fungsi 

4.6.2.1 Prasarana Pendukung Kinerja Fungsional Bidan 

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi bidan tidak 

terlepas dari keberadaan prasarana pendukung pelaksanaan 

tugas bidan. Keberadaan prasarana yang mendukung 

mempengaruhi pelaksanaan tugas bidan, dengan demikian 
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keberadaan prasarana pendukung menjadi indikator atau tolok 

ukur didalam rutinitas fungsi bidan dimana semakin 

mendukung prasarana maka semakin baik dan lancar 

pelaksanaan rutinitas fungsi bidan. Keberadaan prasarana 

pendukung rutinitas fungsi bidan yang ada di Kota 

Lubuklinggau dapat dilihat pada table 4.9 dibawah ini: 

p rasarana 
Tabel 4.9 

F Tt P d k as11 as en u ung Ki . B"d ner a 1 an 

No Ge dung Jumlah 
Kondisi 

Listrik 
Ge dung 

1 Puskesmas 9 Baik Baik 

2 Pustu 21 Baik Baik 

3 Puskeslur 44 Baik Baik 
Sumber: Data Primer (diolah) 2015 

Gambar4.4 
Prasana Puskesmas,pustu dan puskerlur Kota Lubuklinggau 

~h' 
:z:_~-· ~i<:~ 

..r;,_ 

i 
Berdasarkan table 4.9 dan gambar 4.3 di atas, dapat 

diketahui bahwa keadaan prasarana pendukung kinerja jabatan 
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fungsional bidan sudah cukup baik dimana telah tersedianya 

gedung yang respresentatif dengan jaringan listrik dan air yang 

baik. Dengan demikian keberadaan prasarana bukan menjadi 

masalah dalam pelaksanaan tugas fungsional bidan. Hal ini 

sesuai dengan teori dari Ibrahim Bafadal bahwa prasarana 

adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak 

langsung menunjang pelaksanaan proses kegiatan. 

Keberadaaan prasarana pendukung pelaksanaan tugas 

bidan yang baik ini sesuai dengan pernyataan seorang bidan 

yang menyatakan : 

" ... kalau untuk prasarana, sang at memadai karena telah 
disiapkan gedung dan ruangan dengan fasilitas penunjang 
kerja Bidan ... " 
(wawancara, 12 Oktober I 2015) 

Dari pernyataan tersebut menunjukkan adanya prasarana 

yang cukup memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

bidan. 

Berdasarkan data dan informasi serta teori yang 

didapatkan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa 

prasarana yang tersedia tidak menjadi masalah dalam 

pelaksanaan rutinitas fungsi bidan. 

4.6.2.2 Sarana Fasilitas Pendukung Fungsional Bidan 

Selain Prasarana peneliti juga memasukkan Sarana 

dalam rangka pelaksanaan rutinitas fungsi dan tugas bidan, 
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tidak terlepas dari keberadaan saran.a pendukung pelaksanaan 

tugas pokok bidan. Keberadaan saran.a yang mendukung 

mempengaruhi pelaksanaan tugas bid~ dengan demikian 

keberadaan saran.a menjadi indicator atau tolak ukur didalam 

rutinitas fungsi bidan dimana saran.a semakin mendukung, 

maka semakin baik dan Ian.car pelaksanaan rutinitas fungsi 

bidan. Rutinitas fungsi bidan yang ada di Kota Lubuklinggau 

didukung dengan keberadaannya saran.a, dapat dilihat pada 

table 4.10 dibawah ini : 

Tabel 4.10 
S F irt P d k Kin · B · dan arana as 1 as en u un~ er1a I 

No Uramn Keadaan 

1 Tensimeter Baik 
2 Timbailgfln injak Baik 

3 Timba11gfln Bayi Baik 
4 ObgenBad Baik 
5 Partus Set Baik 

6 ImpJanKit Baik 

7 IUD Kit Baik 

8 Monoscope Baik 

9 Meteran Baik 
10 Meja Baik 
11 Korsi Baik 

Sumber: Data Primer (diolah) 2015 

Gambar.4.5 
Sarana Puskesmas 
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Berdasarkan tabel 4.10 dan gambar 4.4 di atas, dapat 

diketahui bahwa keadaan sarana pendukung kinerja jabatan 

fungsional bidan sudah cukup baik dimana tersedianya 

peralatan pendukung kerja yang baik. Dengan dernikian 

keberadaan sarana bukan menjadi masalah dalam pelaksanaan 

tugas fungsional bidan. Hal ini sesuai dengan teori dari E. 

Mulyasa, yang menyebutkan bahwa Sarana adalah peralatan 

dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan 

menunjang proses kegiatan 

Keberadaaan sarana pendukung pelaksanaan kinerja 

bidan yang baik ini sesuai dengan pemyataan seorang bidan 

yang menyatakan : 

" ... sarana yang dimiliki oleh puskesmas sudah lengkap 
sehingga kami tidak kesulitan dalam menjalankan tug as ... " 
(wawancara, 29 Oktoberl 2015) 

Dari pemyataan wawancara tersebut menunjukkan telah 

tersedianya sarana yang cukup memadai untuk menunjang 

pelaksanaan tugas dan fungsi bidan. 

Berdasarkan data dan informasi serta teori yang 

didapatkan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa sarana 

yang tersedia tidak menjadi masalah dalam pelaksanaan 

rutinitas fungsi bidan. 
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4.6.2.3 Tim Penilai Angka Kredit Bidan 

Tim penilai angka keredit bidan adalah beberapa orang 

yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas 

menilai perestasi kerja bidan. Dengan demikian keberadaaan 

tim penilai itu akan mempengaruhi kinerja bidan, karena dari 

bereka kinerja bidan diketahui apakah dapat terlaksana dengan 

baik atau terdapat gangguan atau hambatan yang menyabebkan 

kinerja mereka tidak baik, 

Dari tugas tim penilai tersebut yang mempengaruhi 

kinerja bidan menjadikan keberadaan tim menjadi tolok ukur 

untuk mengetahui bagaimana rutinitas fungsi bidan 

dilaksanakan. Dalam penelitian terhadap keberadaan tim 

penilai angka kredit bidan ditemukan hal-hal sebagai berikut : 
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Tabet 4.11 
T. P ·1 . A ka K d"t B 0 d Im em a1 ng ere 1 1 an 

No Uraian Keterangan 

1 Tim Penilai Angka TidakAda 
Keredit 

2 SK penunjukan Tim Tidak Ada 
Penilai Angka keredit 

3 Yang memberi penilaian Dilaksanakan oleh Bagian 

angka keredit bidan Kepegawaian Dinas Kesehatan, 

tampa disertai dengan dasar yang 

jelas 

4 Kredibilitas yang Tidak memiliki pengetahuan tentang 

memberi penilaian tugas yang dilaksanakan oleh bidan 

5 Sistem penilaian bidan Nilai diberikan tampa danya penilaian 

yang objektif atau berdasarkan 

perkiraan orang yang membuat. 

6 Penandatanganan PAK Ditandatangani Oleh kepala dinas 

tanpa adanya peninjauan terhadap 

kesesuaian nilai dengan kinerja bidan 

7 Eva\uasi Kinerja Bidan Tidak pemah di\akukan 

Sumber: Data Primer ( diolah) 2015 

Dari Tabel 4.11 menunjukan bahwa tim penilai angka 

kredit bidan pada dinas kesehatan tidak jelas karena tidak 

ditemukannya surat keputusan tim penilai, yang melaksanakan 

penilaian adalah orang yang tidak berkompeten dan penilaian 

yang dilakukan tidak objektifitas serta tidak pernah dilakukan 

penmJauan evaluasi peninjauan kinerja bidan. Menurut 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

nomor 01 tahun 2008 tentang jabatan fungsional bidan dan 

anggka kreditnya dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
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Indonesia Nomor. 551 tahun 2009 Tim Penilai Kota adalah tim 

yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota untuk 

melakukan penilaiaan prestasi kerja bidan 

Tidak adanya tim penilai guna menilai prestasi kerja 

jabatan fungsional bid.an disampaikan oleh Kasubbag 

Kepegawaian Dinas Kesehatan kota lubuklinggau sebagai 

berikut: 

" ... Tim Penilai Angka kredit bidan di lubuklinggau 
ya '? .. yang menandatangani PAK bidan Kepala Dinas, kalau 
tim penilai tidak ada ... " 
(wawancara, 5 oktober 2015) 

Belum adanya tirn penilai di perkuat lagi oleh keterangan 

dari Staf Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau 

sebagai berikut 

"... kami yang membuat PAK bidan, kalau Tim peilai 
tidak ada tim penilainya .. " 
(wawancara, 5 oktober 2015) 

Analis Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kota 

Lubuklinggau juga menyatakan bahwan tim penilai angka 

kredit sangatlah penting untuk menilai perhitungan angka 

kredit dari bidan sebagai berikut; 

" ... mengenai tim penilai,tim penilai bertugas membantu 
kepala dinas kesehatan Kota Lubuklinggau dalam menetapkan 
angka keredit Bidan.yang bekerja pada sarana dan prasarana 
pelayanan kebidanan. Apabila pada Kola Lubuklinggau tidak 
ada atau belum terbentuknya tim penilai, penilaian angka 
kredit Bidan dapat dimintakan kepada tim penilai kabupaten 
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kota lain terdekat atau tim penilai Provinsi yang 
bersangkutan ... " 
(wawancara, 8 oktober 2015) 

Dalam pengertian yang dipahami bidan, bidan 

berpendapat bahwa tanpa adanya tim penilai mereka masih 

dapat mengajukan kenaikan pangkat hal tersebut didapat dari 

wawancara seorang bidan sebagai berikut : 

"... kalau untuk pengajuan naik pangkat, kami cukup 
mengurus ke bidang kepegc;waian Dinas Kesehatan, tanpa 
adanya tim peni/aipun kami masih bisa naik pangkat, bahkan 
ada beberapa bidan yang bertempat kerja diluar tempat kerja 
bidan masih dapat mengajukan kenaikan pangkat ... " 
(wawancara,80ktober 2015) 

Berdasarkan pendapat tersebut diatas bidan merasa 

tidak perlu menjalankan tugas dan fungsi bidan sebagaimana 

mestinya karena hal tersebut tidak mempengaruhi angka kredit 

yang diperoleh guna pengajuan kenaikan pangkat. Hal ini 

menunjukkan bahwa ketidak jelasan tim penilai angka kredit 

membuat sebagian bidan merasa tidak perlu melaksanakan 

tugasnya hal ini tentu merusak rutinitas fungsi bidan. 

Berdasarkan data, aturan dan inf ormasi dari informan 

diatas, maka dapat semakin menguatkan bahwa tidak jelasnya 

tim penilai angka kredit fungsional bidan, akan mempengaruhi 

rutinitas fungsi bidan. 

Dari basil analisis terhadap prasarana, sarana dan 

keberadaan tim penilai, maka didapati kenyataan sebagai 
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berikut: 

a. prasarana pendukung kinerja jabatan fungsional bidan sudah 

cukup baik 

b. sarana pendukung kinerja jabatan fungsional bidan sudah 

cukup baik 

c. tim penilai angka kredit bidan pada Dinas Kesehatan tidak 

jelas 

Dengan adanya ketidakjelasan tim penilai angka kredit 

bidan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi hambatan 

dalam rutinitas fungsi pelaksanaan tugas bidan di Kota 

Lubuklinggau. 

4.6.3 Kinerja dan Dampak 

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan 

perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif 

proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya 

sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh 

pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen 

pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada 

perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program 

membawa dampak seperti yang diinginkan. 

4.6.3.1 Profesionalisme Bidan 

lmplementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 551 tahun 

2009 tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya. Bertujuan 
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meningkatkan kinerja bidan dalam menjalankan tugasnya. Bentuk 

pelaksanaan kinerja yang baik dari seorang bidan adalah adanya 

preposionalisme yang tinggi dari seorang bidan. Dengan demikian 

profesionalisme seorang bidan merupakan dampak yang diharapkan 

dari Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 551 tahun 

2009 tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya, hal ini 

menjadikan profesionalisme bidan sebagai salah satu indikator dampak 

implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 551 tahun 2009 

tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya, sehubungan dengan 

penelitian terhadap profesionalisme bidan, peneliti menemukan data 

sebagai mana pada tabel dibawah ini: 

Tabel. 4.12 
Pendidikan Bidan, 

b I h kt k d "d kb I h 1 an yang o e pra e an ti a o e pra kt k e 
No Uraian Keterangan 

1 Jumlah Bidan Ada 142 orang 

2 Basic pendidikan 84 orang: D 3 
58 orang: DI 

3 Jumlah bidan yang memiliki 84 Bidan 
izin Praktek 

Sumber: Data Primer (diolah) 2015 

Berdasarkan tabel 4. 12 diatas diketahui bahwa terdapat bidan 

yang memiliki pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan, karena 

menurut aturan pendidikan bidan minimal diploma Ill hal ini 

menunjukkan bahwa bidan Dl tersebut belum menguasai ilmu tentang 
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kebidanan (tidak Profesional). Keadaan ini diperburuk dengan adanya 

bidan yang belum memiliki izin praktek namun tetap membuka 

praktek bidan. 

Ketidak profesionalisme bidan ini juga diketahui dari beberapa 

informan yang menyatakan tentang kinerja bidan, diantaranya yang 

disarnpaikan Purwanto sebagai berikut: 

" ... saya berobat di bidan 'A', ternyata bidan terse but 
perakteknya be/um memeliki izin resmi dari pemerintah, sehingga saya 
jadi takut untuk berobat kembali ke sana ..... " 

(wawancara, 24 Oktober 2015) 

Pemyataan Purwanto diatas memperlihatkan adanya ketidak 

profesionalan bidan dimana . Selanjutnya pemyataan yang diberikan 

oleh staf pada Dinas Kesehatan sebagai berikut : 

"... kami mendapat laporan tentang bidan yang membuka 
praktek tanpa izin, dan kami akan mengusut masalah bidan yang 
membuka paraktek tampa izin resmi terse but ... " 

(wawancara, 27 Oktober 2015) 

Pemyataan dari staf Dinas Kesehatan tersebut mempertegas 

bahwa terdapat bidan yang tidak profesional di Kota Lubuklinggau. 

Dilihat dari adanya bidan yang membuka praktek bidan tanpa izin 

resmi. 

Dari data dan pemyataan yang didapat menunjukkan bahwa di 

Kota Lubuklinggau masih terdapat bidan yang tidak professional. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja bidan di Kota 

Lubuklinggau belum baik. 
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4.6.3.2 Jumlah Pasien yang Berobat Ke Puskesmas, Pustu dan 
Puskeslur 

Adanya pelaksanaan implementasi peraturan menteri kesehatan 

nomor 551 tahun 2009 tentang jabatan fungsional dan angka 

kereditnya implementasi Peraturan Menteri Kesehatan nomor 551 

tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Dan Angka Kreditnya, 

bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

melalui kinerja bidan yang baik. Apabila bidan melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan ketentuan pada peraturan tersebut maka akan berdampak 

pada semakin banyaknya masyarakat yang yang memeriksa 

kesehatannya kepada bidan di Puskesmas, Pustu atau Puskeslur. 

Dengan demikian jumlah pasien yang memeriksakan kesehatannya 

pada bidan di puskesmas, pustu dan puskeslur menjadi indikator 

dampak inpelementasi Peraturan Menteri Kesehatan nomor 551 tahun 

2009 tentang Jabatan Fungsional Dan Angka Kreditnya 

Mengenai jumlah pasien yang memeriksakan kesehatannya 

pada bidan di Puskesmas Pustu atau Puskeslur dapat dilihat pada tabel 

dan gambar sebagai berikut : 
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Tabel. 4.13 
D t k aa UDJUD2aD pas1en k B"d e 1 an 

Kunjungan 

Tahun 
Pemeriksaan lmunisasi Pemberian 

Kunjungan Nifas No 
Kehamilan Persalianan Tetanus ZatBesi 
Kl K2 ITl IT2 Fel Fe 2 

1 2013 4531 4374 4531 4374 4531 4374 4067 

2 2014 4128 4090 4128 4090 4128 4090 3911 

Sumber: Data Primer (diolah) 2015 

Gambar, 4.6 
Pemeriksaan lbu Hamil dan Suntik 

KF 1 KF2 KF3 

4063 3987 2859 

3904 2954 1793 

Berdasarkan Tabel 4.13 dan gambar 4.6 di atas diketahui 

bahwa adanya penurunan jumlah pasien yang berobat kebidan hal ini 

menunjukkan bahwa dampak yang diharapkan belum terwujud. 

Belum terwujudnya dampak peningkatan jumlah pasien yang 

memeriksa kesehatan ke bidan juga dapat diketahui dari basil 

wawancara peneliti dengan beberapa informan diantaranya sebagai 

berikut: 

Saya memeriksa kehamilan di Dokter praktek, karena 
menurut saya disana lebih lengkap dan ditangani oleh dokter langsung 
dan alat USG nya sudah 4 Dimensi... " 

(wawancara, dengan ibu Rini. 05 oktober 2015) 
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Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara diatas 

diketahui bahwa salah satu penyebab enggannya masyarakat 

memeriksakan kesehatannya ke puskesmas disebabkan adanya 

ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan bidan 

pada puskesmas, pustu atau puskeslur, sehingga banyak masyarakat 

yang seharusnya lebih dekat kepuskesmas tetapi lebih memilih berobat 

ke dokter praktek. 

Selanjutnya adanya kecenderungan masyarakat untuk lebih 

memilih berobat ketempat lain selain ke puskesmas juga dinyatakan 

oleh ibu Era yang menyatakan sebagai berikut : 

" ... kalau saya berobat di Pus kes untuk ngobati anak 
sayademan, waktu saya hamil kemarin saya kurang mau untuk meriksa 
ke sini karna bidannya masih muda-muda menurut saya kurang 
berpengalaman ... " 
(wawancara, 05 Oktober 2015) 

lnformasi yang didapatkan dari wawancara diatas menunjukkan 

bahwa masyarakat lebih memilih berobat ketempat lain dibandingkan 

kepuskesmas dikarenakan kurangnya pengalaman bidan, hal ini 

semakin menunjukkan bahwa masyarakat masih merasa enggan untuk 

memeriksakan kesehatannya ke puskesmas. 

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh peneliti tentang 

jumlah pasien yang berobat ke puskesmas, puskestu dan puskeslur, 

disimpulkan bahwa penurunan jumlah kunjungan pasien ke puskesmas 

dikarnakan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan di 

puskesmas. 
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4.6.3.3 Jumlab Kematian bayi dan ibu melabirkan 

Adanya pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 551 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Dan 

Angka Kreditnya, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan 

bagi masyarakat melalui kinerja bidan yang baik. Apabila bidan 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan pada peraturan 

tersebut maka akan berdampak pada penurunan tingkat kematian ibu 

dan anak. Dengan demikian jumlah kematian ibu dan anak menjadi 

indikator terhadap dampak pelaksanaan Permenkes Nomor 551 tahun 

2009. Terkait dengan jumlah kematian ibu dan anak, peneliti 

mendapatkan data sebagai berikut : 

Tabel 4.14 
J I h K lb d b . uma ematian u an ay1 

Jumlah 
Sebab Kematian ibu 

Tahun 
Kematian lbu 

Pen Hi per Abort Pertus 
lnfeksi 

dara tensi us Lama 

2013 4 2 1 1 
2014 10 5 1 1 2 

Sumber: Data Primer (diolah) 2015 

Gambar4.7 
Kelabiran Bayi 

Keadaan Bayi 

Lain- Lahir Lahir 

lain Hidap Mati 

4034 33 

1 4082 39 
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Berdasarkan tabel 4.14 dan gambar 4.7 diatas dapat diketahui 

bahwa adanya peningkatan angka kematian ibu pada tahun 2014 

sebesar 150% (10 orang) dari tahun 2013 sebanyak 4 orang dan juga 

terjadi peningkatan angka kematian bayi pada tahun 2014 sebesar 18 % 

(39 orang) dari angka kematian bayi sebesar 33 orang. Dari data 

tersebut peneliti berpendapat bahwa penuruna tingkat kematiar1 belum 

terwujud. 

Belum terwujudnya penurunan tingkat kematian ibu dan anak 

di Kota Lubuklinggau, dapat dilihat dari pemyataan dari bidan 

puskesmas tersebut: 

" ... masih banyaknya kematian ibu dan bayi yang melahirkan 
dengan bidan dalam setiap tahunnya ... " 

(wawancara, 05 Oktober 2015) 

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa masih banyaknya 

kematian ibu dan bayi yang ditangani bidan, hal ini menunjukkan 

belum berhasilnya upaya penekanan angka kematian ibu dan bayi. 

Tingkat kematian juga diungkapkan oleh seorang staf pada 

dinas kesehatan Kota Lubuklinggau sebagai berikut : 

"... dari data yang kami terima dan kami kumpulkan dari 
seluruh puskesmas Kota Lubuklinggau, menunjukkan bahwa be/um 
menurunnya tingkat kematian ibu dan bayi, tetapi kami telah 
mengupayakan beberapa program guna menekan angka kematian 
tersebut, muda-mudahan hal tersebut akan tenvujud pada tahun yang 
akan datang . ... " 

(wawancara, 05 Oktober 2015) 

Pemyataan tersebut semakin memperjelas belum adanya 
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penurunan angka kematian ibu dan bayi. 

Dari hasil wawancara tersebut, didapatkan inf ormasi bahwa 

belum menurunya angka kematian ibu dan bayi di Kota Lubuklinggau, 

hal ini mengindikasikan bahwa dampak yang diinginkan dari 

implementasi Permenkes nomor 551tahun2009, belum terwujud. 

Berdasarkan analisis kinerja dan dampak dapat diketahui 

bahwa: 

a. Profesionalisme bidan masih rendah. 

b. Adanya Penurunan jumlah kunjungan pasien ke Puskesmas 

c. Belum menurunya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. 

Dari ketiga hal diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja 

bidan yang ada di Kota Lubuklinggau belum baik dan Dampak yang 

diharapkan dari implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

551 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Dan Angka Kreditnya 

belum terwujud. 
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Berdasarkan analisis pada bab N, dalam implementasi 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 551 Tahun 2009, tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Bidan Dan Angka Kreditnya 

diketahui bahwa : 

1. Tingkat kepatuhan 

Tingkat Kepatuahan implementor terhadap kebijakan publik 

(peraturan tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional 

bidan dan angka kreditnya), belum berhasil. 

2. Tingkat Rutinitas fungsi 

Dalam pelaksanaan atau implementasi Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 551 Tahun 2009, dengan adanya ketidak 

jelasannya tim penilai angka kredit bidan, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa belum berjalannya tingkat rutinitas fungsi 

karena terjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas bidan di 

Kota Lubuklinggau. 

3. Kinerja dan Dampak 

Dalam dari implementasi jabatan fungsional bidan yang ada 

di Kota Lubuklinggau belum berhasil sehingga belum dapat 

menciptakan dampak yang diharapkan dari implementasi 
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 551 Tahun 2009 

tentang Jabatan Fungsional Dan Angka Kreditnya. 

Dengan demikian, disimpulkan bahwa implementasi jabatan 

Fungsional Bidan di Kota Lubuklinggau tahun 2014 belum 

berhasil. 

5.2 Saran 

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan Pemerintah Kota 

Lubuklinggau dalam implementasi Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor. 551 Tahun 2009 tentang Jabatan 

Fungsional Bidan Dan Angka Kreditnya, disarankan kepada 

Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk melakukan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Melakukan penertiban dalam hal pengangkatan jabatan 

fungsional bidan, sesuai dengan aturan yang berlaku. 

b. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

tupoksi bidan 

c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidan dan 

instansi terkait melalui penyelenggaraan sosialisasi peraturan 

tentang kebidanan 

d. Membentuk Tim penilai angka kredit bidan, dengan anggota 

yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

43030.pdf 



111 

e. Meningkatkan perofesionalisme bidan melalui pendidikan 

dan pelatihan tentang kebidanan. 

f. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada 

Puskesmas, Pustu dan Puskeslur. 
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